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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
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ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Za ẓ zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah , Apostof 
ً Ya Y Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (  ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah A A 
َ ا Kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥahdan yā‟ 
 
ai 
 
a dan i 
 
 َو ى 
 
fatḥah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harkat dan Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
 َى... | َا... 
fatḥahdan alif 
atauyā‟ 
Ā a dan garis di atas 
ى kasrah danyā‟ I i dan garis di atas 
وى ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas 
 
4. Tā‟ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ِيى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(alif lam 
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
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biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. 
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 
garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf ham ah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an(dari al-Qur’ān), alhamdulillah, 
dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.= 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
NAMA : ZULFIDAH 
NIM : 10200115033 
JUDUL : Peranan Kepolisian Dalam Menangani Kasus Kenakalan 
Remaja Di Kabupaten Takalar Perspektif Hukum Islam 
 
Masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan 
terjadinya kenakalan remaja di Kabupaten Takalar; bagaimana penanganan yang 
dilakukan oleh Polres Takalar dalam menangani kenakalan remaja; bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap penanganan kenakalan remaja oleh Polres 
Takalar. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
wawancara, dokumentasi dan obserfasi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang penyebabkan 
maraknya kenakalan remaja di kabupaten Takalar; untuk mengetahui bagaimana 
penanganan yang dilakukan oleh polres Takalar dalam menangani kenakalan 
remaja; untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 
penanganan kenakalan remaja oleh polres Takalar 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) faktor yang menyebabkan 
maraknya kenakalan remaja di kabupaten Takalar adalah faktor lingkungan; faktor 
keluarga; faktor pendidikan agama yang kurang dan faktor ekonomi. 2) 
penanganan yang dilakukan oleh polres Takalar dalam menangani kenakalan 
remaja yaitu mencari dan mengamankan pelaku kenakalan remaja dan 
menghubungi orang tuanya; bekerja sama dengan Dinas Sosial, P2TP2A, LSM, 
serta petugas Lapas; sosialisasi ke beberapa sekolah di kabupaten Takalar; 
Melakukan patrol, 3) Pandangan hukum Islam terhadap penanganan kenakalan 
remaja oleh polres Takalar yaitu: kinerja kepolisian dalam menanggulangi kasus 
kenakalan remaja sudah ada perkembangan yang siknifikan, dan dilihat dari 
upaya-upaya penanggulangannya apa yang dilakukan oleh polres Takalar sangat 
positif dan sesuai dengan syariat islam ini ditegaskan dalam QS Luqman/31:17. 
Implikasi dalam penelitian ini adalah perlunya disediakan Lembaga 
Pemasyarakatan Anak, meningkatkan keharmonisan dan pendidikan dalam 
keluarga, Teman sepermainan dan lingkungan sosial juga banyak mempengaruhi 
karakter anak, Dalam lingkungan sosial para orang tua harus mampu memberi 
penjelasan yang mendorong anak untuk mencoba memahami pentingnya 
penghargaan dan pengertian atas perbedaan-perbedaan di sekitar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Usia remaja merupakan fase peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa, 
di mana pada fase ini remaja mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan 
baik pada jasmani, akhlak, sosial, tingkat emosi termasuk juga cara bertindak dan 
berfikir. Kondisi yang seperti ini remaja pada hakekatnya sementara berjuang 
untuk menemukan jati dirinya sendiri, apabila kondisi tersebut tidak didukung 
oleh lingkungan yang serasi dan aman, maka dengan mudahnya mereka akan 
diperhadapkan pada ketidakpastian atau kebimbangan, kecemasan, dan 
kesengsaraan pada akhirnya remaja akan mengalami kelainan tingkah laku yang 
akan membahayakan dirinya sendiri pada akhirnya remaja akan mengalami 
kelainan tingkah laku yang akan membahayakan dirinya sendiri dan pada 
akhirnya memunculkan kenakalan remaja.1 
Pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja yang merupakan, 
kelompok usia yang masih lebih di dalam menghadapi masalah yang harus 
mereka atasi. Dalam kondisi usia seperti ini, maka pelajar cenderung 
mengedepankan sikap emosi dan agresif. Dilihat dari kacamata pelajar, maka 
mereka menganggap bahwa tindakan yang mereka telah lakukan hanyalah suatu 
manifestasi simbol dari penyaluran aspirasi mereka lakukan sebagai konsekuensi 
dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.2 
                                                             
1Sri Wahyuni Kadir, Peranan Polisi Sektor Kajuara Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja, dalam 
Jurnal Equilibrium, vol.IV, h.87. (diakses pada tanggal 8 januari 2019, 14:49) 
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Penanganan kenakalan remaja yang tidak tepat serta sikap ragu-ragu aparat 
penegak hukum dalam menangani kriminalis yang dilakukan oleh pelajar sekolah, 
secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan 
sosial yang semakin  jauh dari pelajar sekolah. Aparat kepolisian terkesan 
kehilangan konsep dalam menangani masalah kriminalis dengan kekerasan yang 
dilakukan oleh anak-anak pelajar sekolah secara berkelompok. Oleh karena itu 
Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat 
penegak hukum dituntut untuk cepat tanggap dalam menjawab image negative 
tersebut. Dari sinilah Polri harus mampu menunjukkan profesionalismenya di 
dalam mengatasi suatu problem yang sedang dihadapi masyarakat. 
Menurut Muhibbin Syah memperjelas tentang sub-sub masa remaja adalah 
masa remaja (adolescence) terdiri atas sub-sub masa perkembangan yang terdiri 
dari 3 bagian yaitu : sub perkembangan prapuber selama kurang lebih dua tahun 
sebelum masa puber, sub perkembangan puber selama setengah dua tahun sampai 
dengan tiga tahun, dan sub perkembangan post puber, yaitu perkembangan 
biologis sudah lambat tapi masih terus berlangsung pada bagian organ-organ 
tertentu. 
Asal-usul Satuan Kepolisian modern dapat ditelusuri dalam pembentukan 
Polisi Metroplitan London, Inggris tahun 1829. Kondisi sosial dan ekonomi yang 
dipicu Revolusi Industri menyebabkan migrasi masih  ke kota-kota di Inggris. 
Dan sebagian besar populasi migrasi ini mempunyai pendidikan yang rendah dan 
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kurang memiliki keterampilan sehingga membawa chaos kemiskinan, 
pengangguran dan kejahatan.3 
Pada saat ini Kepolisian Inggris menawarkan model kontrol tingkat lokal 
untuk pelayanan dan administrasi yang tersentralisasi, khususnya dibidang 
pendidikan dan pelatihan pengawasan dan komando. Pada saat ini juga sudah 
menjadi kebijakan dari sebagian besar Angkatan Kepolisian untuk penugasan pet 
ugas kepolisian yang baru diangkat setelah periode pendidikan dan pelatihan ke 
berbagai satuan polisi. Kebijakan alih tugas bagi menejer polisi yang tidak 
dipromosikan untuk bertugas di distrik lokal akan mengurangi sebagian besar 
pengaruh dan kontrol tingkat lokal akan mengurangi sebagian besar pengaruh dan 
kontrol tingkat lokal atas satuan polisi. 
Undang-undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 
3 telah menyatakan: “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”, ini menegaskan 
bahwa Indonesia merupakan Negara yang menjadikan hukum sebagai panglima 
tertinggi yang harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh rakyat 
Indonesia tanpa terkecuali. 
Dalam ilmu sosiologi hukum, terdapat 4 unsur yang mempengaruhi 
efektivitas berlakunya hukum dalam Masyarakat, antara lain: norma hukum/antara 
itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, dan kesadaran 
masyarakat. 
Negara mempunyai dua institusi yang penting dalam kepolisian diseluruh 
wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik 
                                                             
3Edward A.Thibaulte, dkk, Proactive Police Management  (Jakarta:Cipta Manunggal, 2001) h. 1. 
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Indonesia (KAPOLRI). Kapolri, dibagian terbawah terdapat satu pengembangan 
fungsi kepolisian ditingkat sektoral, yaitu Polisi Republik Indonesia sektor 
(POLSEK)4. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 
pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertibatan 
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. Kemudian Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 
menjelaskan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu 
aparatur Negara memiliki tugas pokok, yang pertama, melihat ketertiban dan 
keamanan masyarakat; yang kedua, menegakkan hukum; dan yang ketiga 
memberi perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang curian, 
melakukan pengamanan untuk kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan yang 
dilanjutkan akan diteruskan ke Pengadilan. 
Sistem hukum di Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem 
hukum yang masih berkiblat kepada Negara Belanda yaitu sistem Hukum Eropa 
Continental atau sistem hukum Civil law. Bukti adanya sistem hukum ini adalah 
kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan kitab Undang-undang hukum 
perdata ( KUHPer ) yang sampai saat ini dianggap masih berlaku. Hal ini tertuang 
dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, Pasal 1 aturan peralihan yang 
berbunyi: “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap 
berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar 1945”. 
                                                             
4Aisah Devi Dwi Yanti, Efektifitas Fungsi Kepolisian Dalam Mempengaruhi Frekuensi Terjadinya 
Tindak pidana, h.3-4 (diakses pada tanggal 8 januari 2019, 14:16)  
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Peran dan tugas pokok polri tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan 
dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, 
tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia 
sebagaimana terlihat pada rumusan Pasal 14 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 
tentang Kepolisian RI.5 
Sejarah Islam telah memberi petunjuk bahwa Nabi Saw. berhasil 
mewujudkan suatu kehidupan sosial yang sehat, sejalan tuntunan al-Qur‟an Nabi 
Muhammad Saw. berhasil membentuk masyarakat Islam yang dapat hidup 
harmonis dengan orang-orang di luar Islam, mereka saling menghormati, saling 
tolong-menolong, menghargai, tenggang rasa dan membina solidaritas yang 
kokoh tanpa membeda-bedakan ras dan panutan agama.6 
Salah satu prinsip yang harus disadari agar setiap orang dapat 
menyelenggarakan hubungan kemanusiaan disadari tersebut adalah kehormatan 
manusia menurut H.Ahmad Azhar Basyir M.A ialah pergaulan antara manusia 
harus selalu memperhatikan nilai kehormatan manusia, manusia berkehormatan 
berarti manusia berharga diri manusia yang mudah tersinggung harga dirinya jika 
menghadapi perlakuan yang tidak sesuai dengan nilai kehormatannya. 
Pendidikan agama Islam untuk para remaja adalah merupakan bagian dari 
sistem pendidikan nasional tersebut. Sistem pendidikan remaja dalam Islam 
tertuang dalam ajaran Islam yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam secara 
meyeluruh. Kondisi remaja saat ini, merupakan kondisi sangat parah dan jauh dari 
                                                             
5H. Burhanuddin, Efektifitas Pelaksanaan  Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalis, 
Vol. 11, h. 57, (diakses pada tanggal 10 Januari 2019, 14:07) 
6https://resaremit.wordpress.com/about/  
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nilai-nilai keislaman, rusaknya moral para remaja, melakukan seks bebas, 
narkotika, merampok, berbohong, pemerkosaan, kekerasan, dan perkelahian 
semua kejahatan dilakukan. 
Islam sangat memperhatikan tingkah laku umatnya, oleh karena itu Islam 
memiliki rambu-rambu bagi umat-umatnya yang harus diikuti jika menginginkan 
kehidupan yang layak di dunia dan di akhirat. Dalam mengatasi berbagai 
penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja, maka diperlukan adanya 
penangan khusus, penanganan yang dilakukan jika dilihat dari agama Islam, maka 
tidak akan terlepas dari al-Qur‟an dan Hadis. Seseorang tidak akan pernah sesat 
kalau ia mau berpegang kepada al-Qur‟an. Seperti yang disabdakan Nabi 
Muhammad Saw. Dari Ibnu Abbas Rasulullah Saw. bersabda :  
Terjemahnya: 
”Aku telah tinggalkan dua pusaka untukmu. Kamu tidak akan pernah tersesat 
apabila kamu masih berpegang teguh padanya. Yakni Kitabullah ( al-Qur‟an ) dan 
sunnahku” ( HR. Bukhori dan Muslim).7 
Pendidikan seperti yang lazim dipahami sekarang belum terdapat di zaman 
Nabi. Tetapi usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan 
seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih   
mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim itu, telah mencakup arti 
pendidikan dalam pengertian sekarang. Dengan itu berarti Nabi telah mendidik, 
                                                             
7 Imam Muslim, Shahih Muslim, juz 4 (Lebanon: Dar al-Ma‟arif, 235H/850M) h.123 
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membentuk kepribadian yaitu kepribadian muslim sekaligus berarti Nabi 
Muhammad Saw. adalah seorang pendidik yang berhasil. Apa yang beliau 
lakukan dalam membentuk manusia, kita rasakan sekarang dengan pendidikan 
Islam. Cirinya adalah perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk 
ajaran Islam. Untuk itu perlu adanya usaha, kegiatan, cara alat, dan lingkungan 
hidup menunjang keberhasilannya. Dengan demikian, secara umum dapat 
dikatakan bahwa pendidik Islam itu adalah pembentuk pribadi muslim. 
Syari‟at Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan 
saja, tetapi harus didik melalui proses pendidikan. Nabi telah mengajak orang 
untuk beriman dan beramal serta berakhlak baik sesuai ajaran Islam dengan 
berbagai metode dan pendekatan. Dari satu segi kita melihat, bahwa pendidik 
Islam itu lebih banyak ditujukan pada perbaikan sikap mental yang akan terwujud 
dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Di segi 
lainnya, pendidik Islam tidak hanya bersifat teori saja, tetapi juga peraktis, ajaran 
Islam tidak memisahkan antara iman dan amal saleh. Oleh karena itu pendidik 
Islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat, menuju 
kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka pendidik Islam adalah 
pendidik individu dan pendidik masyarakat. Semula orang yang bertugas 
mendidik adalah Nabi dan Rasul, selanjutnya para ulama yang cerdik pandailah 
sebagai penerus tugas dan kemajuan mereka. 
Islam mengajarkan bahwa pendidik tersebut berlangsung seumur hidup yang 
dimulai dari ayunan sampai liang lahat. Pendidikan merupakan salah satu 
kebutuhan hidup manusia, tanpa ilmu pengetahuan manusia tidak dapat 
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mengembangkan pengetahuan untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Manusia 
Islam memiliki banyak ajaran, diantara ajarannya dalah menuntut dan mengajak 
umat manusia untuk selalu menuntut ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum 
maupun pengetahuan agama. Pendidik umum dan agama didapat manusia melalui 
pergaulan atau lingkungan dan sekolah. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berfokus pada efekifitas kepoisian dalam menangani kenakalan 
remaja di Kabupaten Takalar perspektif hukum Islam. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
Skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi 
yakni: Efektivitas Kepolisian Dalam Menangani Kenakalan Remaja Di Kabupaten 
Takalar Perspektif Hukum Islam 
a. Efektifitas  kepolisian merupakan sesuatu yang dicapai atau kemampuan kerja 
yang dilakukan oleh kepolisian. 
b. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yan melanggar norma, aturan, atau 
hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa 
anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang 
menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. 
C. Rumusan Masalah   
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa poin 
permasalahan berikut, sebagai alur pembahasan penelitian ini, yaitu: 
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1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan maraknya kenakalan remaja di 
kabupaten takalar ? 
2. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh polres takalar dalam menangani 
kenakalan remaja 
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penanganan kenakalan remaja 
oleh polres takalar ?   
D. Kajian Pustaka 
Dalam penelitaian ini penulis menggunakan beberapa literature yang masih 
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Edward A.Thibaulte, dkk, dalam bukunya Proactive Police Management : 
buku ini menjelaskan tentang paradigma, perilaku, sistem operasional, sikap dan 
tindakan POLRI saat ini, bisa disamakan dengan kondisi kepolisian Amerika 
Serikat tahun 1970-an. Namun dalam buku ini tidak memberikan penjelasan 
mengenai sifat dan kinerja POLRI pada saat sekarang. 
2. Ahmad Afif, dalam bukunya Mengapa Kami Nakal : buku ini menjelaskan 
tentang faktor yang mendorong untuk melakukan kenakalan remaja. Namun 
tidak menjelaskan solusi untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. 
3. Saleh Roslan, dalam bukunya Beberapa Asas Hukum Pidana dalam 
Perspektif : buku ini menjelaskan tentang kepolisian secara umum. Namun 
tidak menjelaskan tentang kepolisian dalam sektor daerah. 
4. Ismu Gunadi, dkk, dalam bukunya Cepat & Mudah Memahami Hukum 
Pidana : buku ini menjelaskan tentang pengertian hukum pidana serta tujuan 
dan bentuk-bentuknya. Namun dalam buku ini tidak menjelaskan tentang 
kenakalan remaja ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau remaja. 
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5. Marwan Setiawan, dalam bukunya Karakteristik Kriminalitas Anak 
dan Remaja :  dalam buku ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud 
dengan kenakalan remaja dan dampak yang mempengaruhi terjadinya 
kasus tersebut. Namun tidak menjelaskan upaya-upaya 
penanggulangannya. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain: 
1. Untuk Mengetahui Apa Yang Penyebabkan Maraknya Kenakalan Remaja 
di Kabpaten Takalar 
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penanganan Yang Dilakukan Oleh Polres 
Takalar Dalam Menangani Kenakalan Remaja 
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap 
Penanganan Kenakalan Remaja Oleh Polres Takalar 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan 
dapat bermanfaat sebagai berikuit: 
1. Bagi Institusi UIN  
Untuk menambah /memperkaya koleksi karya-karya ilmiah yang dapat 
dijadikan sebagai literature datau acuan bagi mahasiswa yang akan 
mengadakan penelitian serupa. 
2. Bagi Pemerintah 
Menjadi masukan bagi Pihak Pemerintah secara umum, dan pemerintah 
Kabupaten Takalar khususnya mengenai upaya-upaya yang dapat 
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dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kenakalan remaja yang marak 
terjadi. 
3. Bagi peneliti 
Dapat menambah pengetahuan , wawasan keilmuan serta memberikan 
pengalaman mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja, faktor-faktor 
penyebab terjadinya dan upaya menanggulanginya, serta penerapan 
hukum pidananya. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Pengertian Kepolisian 
Polisi merupakan manifestasi dari suatu Negara hukum karena dapat 
dipastikan setiap Negara hukum memiliki sebuah lembaga kepolisian di dalam 
struktur kenegaraannya sebagai lembaga pertahanan dan keamanan Negara agar 
terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram dan sejahtera. Kepolisian 
diciptakan untuk membantu masyarakat tiap-tiap individu. Agar individu 
memiliki daya dorong untuk menjalankan peranannya sebagai bagian dari tatanan 
yang ada di masyarakat. Polisi melalui Undang-undang memaksa setiap individu 
mengikuti tatanan yang ada di masyarakat, agar terciptanya harmonisasi dari 
setiap individu satu dengan yang lainnya. 
Polri sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak 
hukum dan ketertiban dalam masyarakat, pengayom, pelindung dan pelayan 
masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Diketahu bahwa 
dalam strukur pemerintah ada dua unsur penting yaitu suprastruktur dan 
infastruktur (pendukung pemerintah atau disebut juga struktur administrasi 
Negara) yang di dalamnya terdapat organisasi Polri yang mempunyai tugas utama 
menjaga keamanan.1 
Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memegang peran 
penting dalam Negara, terutama bagi Negara yang berdasar atas hukum ( Pasal 1 
                                                             
1Saleh Roslan, Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif ( Jakarta: Aksara Baru, 1983) h. 80. 
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ayat (3) UUD 1945 ). Di  dalam Negara hukum, kultur atau lekehidupan hukum 
sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-
faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur  hukum. 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional 
di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri 
mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 
Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan 
hukum. Kedangkalan pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum 
Polri dilepas dari ABRI. Polri dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai 
penyidik2 
1. Peran  Kepolisian 
Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang 
bertugas menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak 
hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing Negara mempunyai pola dan 
prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan 
berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. 
Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-
undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah amandemen): 
                                                             
2Reky Hadrian Tarigan, Pertanggungjawaban Polisi Dalam Penyalahgunaan Senjata Api Untuk 
Menjalankan Tugas Kepolisian , dalam jurnal, h.1-3, diakses pada tanggal 22 januari 2019, 15:10 
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“ kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, 
melayani masyarakat serta menegakkan hukum” 
Berdasarkan Pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan 
tugas polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih 
diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kujahatan sedangkan 
perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan 
kepolisian. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pekerjaan seorang anggota 
kepolisian sangatlah kompleks bahkan ada dari beberapa tugas yang ada pada 
kepolisian yang umumnya tidak benar-benar dipahami oleh masyarakat yakni 
terkait mengenai tugas-tugas polisi itu sendiri yang terkadang mengenyampingkan 
suatu aturan demi memenuhi rasa keadilan, padahal aturan tersebut telah dipahami 
oleh masyarakat. 
2. Tugas dan Fungsi kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
 Istilah penegak hukum ( law enforcement officer ) yang dalam arti sempit 
hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesia 
biasanya diperluas pula dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat 
memasukan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara 
(advokat). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari 
rechthandhaving, yang berarti penegakan hukum. Secara konseptional, maka inti 
dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang 
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan  mengejawanta dan sikap 
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tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 
memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. 
Peran polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002  tentang 
Kepolisian Negara Repoblik Indonesia yaitu: 
“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 
masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses 
pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya 
hukum serta tertibnya ketentraman yang mengandung kemampuan membina 
dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi 
segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat 
meresahkan masyarakat” 
 Peran Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi kepolisian 
yang ditetapkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai 
berikut: 
a. Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 fungsi kepolisian adalah: 
“salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan 
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat” 
b. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002  
“kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan 
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 
serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka terpilihnya keamanan dalam negeri”. 
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c. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU Nomor 2 
tahun 2002, maka sesuai dengan pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, 
Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok: 
1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
2) Menegakkan hukum; dan 
3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
d. Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas 
pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, bertugas: 
1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap 
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 
hukum dan peraturan perundang-undangan; 
4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 
pengawasan swakarsa; 
7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 
sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. 
17 
 
 
 
Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa polri dalam 
menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum (dibidang 
pendidikan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (sosial worker) pada aspek 
sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).3 
B. Pengertian  dan Unsur Tindak Pidana 
 Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 
normatif)  yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. 
Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli 
sebagai berikut: 
1. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam 
oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya 
dilarang dengan ancaman pidana. 
2. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang 
diancam dengan tindak pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan 
dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 
3. Menurut Projodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
pelakunya dikenakan hukum pidana. 
4. Menurut Pompe mendefenisikan tindak pidana menurut teori adalah 
suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar 
dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah 
                                                             
3
 Kasman Tasaripa, Tugas Dan Fungsi kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut 
Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian,  dalam jurnal ilmu hukum legal opinion, vol.1, h. 
4-5, diakses pada tanggal 23 januari 2019, 20:05  
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suatu kejadian yang oleh peraturan Undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan 
yang dapat dihukum. 
5. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki 
unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua 
macam yaitu: 
a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke 
dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya 
b. Subjektif  adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan 
mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana 
adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatau yang memiliki unsur 
kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancaman dengan pidana, di 
mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum. 
Penggalian sebab-musibab kejahatan dalam keunikan ciri-ciri penjahat di 
dasarkan pada perspektif  “koreksonal“ tentang kejahatan. Perspektif ini terutama 
memperhatikan pertanyaan mengenai penyebab kejahatan atau etiologis4 
Bila kita mendengar kata-kata “pidana”, mestilah muncul dalam perspektif 
kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang 
benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa. 
Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih dan 
                                                             
4
 Indah Sri Utari, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi (Semarang: Thafa Media, 2012) h.41  
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terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah 
diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang dilakukan 
sendiri5 
Di awal sudah kita bicarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk 
mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam 
peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang 
dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa 
unsur atau syarat yang menjadi cirri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga 
dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan 
pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan 
ancaman pidana kalau dilanggar. 
Secara sederhana simon menuliskan beberapa unsur sebagai berikut: 
1. Unsur Objektif 
Unsur objektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan 
itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam 
Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “di muka umum” 
2. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya 
kejahatan (dollus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, 
                                                             
5Ismu Gunadi, Dkk, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenademedia 
Grup, 2014) h. 8. 
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kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan 
keadaan mana perbuatan itu dilakukan. 
C. Kenakalan Remaja 
Kenakalan remaja berarti pelanggaran terhadap hukum atau aturan. Menurut 
Hurlock, kenakalan remaja adalah tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 
remaja, dimana perbuatan tersebut dapat membuat orang dewasa yang 
melakukannya masuk ke penjara. 
Gold dan Petronio dalam Handbook of adolescent Pyschology mengartikan 
kenakalan remaja adalah perbuatan remaja yang sengaja melanggar hukum dan 
diyakininya bahwa perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi bila diketahui oleh 
aparat penegak hukum. 
Offer mengartikan remaja sebagai perilaku yang melanggar hukum, aturan, 
dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 
Thornburg mengemukakan bahwa kenakalan remaja dapat dilihat dari lima 
perspektif. Pertama, perspektif hukum, kenakalan remaja muncul sebagai tindakan 
remaja melanggar hukum sehingga mengundang perhatian penegak hukum. 
Kedua, perspektif pisikologi, kenakalan dapat muncul bila remaja mengalami 
masalah emosi yang dapat mendorong timbulnya perilaku sosial. Ketiga, 
perspektif sosiologi, kenakalan muncul sebagai reaksi dan pengaruh lingkungan. 
Keempat, perspektif fungsional, kenakalan merupakan pelanggaran terhadap hak-
hak orang lain. Kelima, perspektif teknik, remaja tidak disebut nakal kecuali bila 
telah diberi sanksi oleh pengadilan. 
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Fuhrman menyebutkan bahwa kenakalan remaja merupkan tindakan anak 
muda yang dapat merusak dan mengganggu, baik terhadap diri sendiri maupun 
orang lain. 
Berdasarkan beberapa defenisi tersebut di atas terdapat unsur penting yang 
berkaitan dengan kenakalan remaja, yaitu: 
1. Kenakalan remaja merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau 
aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. 
2. Perbuatan yang dilakukan dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan, 
baik bagi diri sendiri maupun orang lain. 
Berkaitan kedua unsur tersebut, maka perilaku delinkuen atau kenakalan 
remaja merupakan pelangaran hukum atau tauran yang dilakukan oleh remaja dan 
mengakibatkan kerugian dan kerusakan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain6. 
Atwater meyebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi munculnya 
kenakalan remaja, yaitu faktor keluarga, status sosial ekonomi, kepribadian, dan 
psikopatologi. 
1. Faktor Keluarga 
Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak dan remaja dalam 
mengenal dunia luar. Kondisi keluarga akan mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak selanjutnya. Beberapa kondisi keluarga yang mempengaruhi 
munculnya kenakalan remaja adalah dukungan orang tua, pola asuh, dan kontrol 
yang longgar. 
                                                             
6Ahmad Afif, Mengapa Kami Nakal (Makassar: Alauddin University Press, 2012) h.51-66. 
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Synder dan Peterson mengidentifikasikan empat aspek kehidupan keluarga 
yang berkaitan dengan perilaku  delinkuen 
a. Kurangnya disiplin dalam keluarga 
Kurangnya disiplin dalam keluarga, yang ditandai dengan ketidakjelasan 
antara apa yang dapat dilakukan dan apa yang mesti dihindari serta penerapan 
peraturan yang tidak konsisten. Aturan yang kabur dan penerapan yang tidak 
konsisten menyebabkan anak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. 
b. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya 
 Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, kesibukan orang tua di 
luar rumah mengakibatkan orang tua tidak memiliki waktu yang cukup untuk 
melakukan komunikasi, dialog, dan pengawasan terhadap anak. Orang tua akan 
menjadi buta informasi tentang keinginan anak, kurang peka terhadap pikiran dan 
peran anak sehingga anak merasa kurang diperhatikan. 
c. Pemberian hadiah dan hukuman yang tidak efektif dan tidak konsisten. 
 Orang tua sering memberi hukuman dalam bentuk fisik dan psikis, seperti 
memukul dan kata-kata yang menyakitkan hati. Kondisi ini akan membentuk 
sikap dendam, keras kepala, impulsif, dan perasaan tidak disayang dalam diri 
anak. Selain itu, hadiah hanya diberikan dalam bentuk materi (uang) tanpa hadiah 
dalam bentuk belaian, pujian, dan perhatian. 
d. Strategi pemecahan masalah kurang efektif. 
 Masalah dalam keluarga diselesaikan dengan pertengkaran tanpa komunikasi, 
dialog dan diskusi antara sesama anggota keluaraga. 
e. Faktor Status Sosial Ekonomi, 
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 Status sosial ekonomi turut berpengaruh terhadap lahirnya perilaku 
delinkuen. Umumnya kenakalan terjadi di kota-kota besar dan daerah yang 
memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah. Status sosial ekonomi tersebut 
meliputi tingkat pendidikan, penghasil, kepadatan, ras, dan etnis minoritas. 
 Tingkat pendidikan yang rendah akan berpengaruh terhadap pembinaan anak 
dalam keluarga dan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak. 
Perhatian yang terpusat pada pekerjaan dan persaingan yang ketat dalam 
memperoleh pekerjaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 
mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak. Hal ini akan 
menimbulkan frustasi dan kurangnya penghargaan terhadap prestasi di kalangan 
remaja. Untuk diterima dan mendapat perhatian secara sosial, mereka melakukan 
pengrusakan fasilitas umum dan pribadi, mencuri, dan mengkomsumsi obat 
terlarang. Status sosial ekonomi yang rendah mengakibatkan remaja memiliki 
resiko drop out yang lebih tinggi. 
Selain masalah itu, kepadatan penduduk di satu wilayah juga menjadi 
penyebab kenakalan remaja. Lahan bermain yang semakin sempit menyebabkan 
anak dan remaja kurang mampu mengekspresikan potensi dalam dirinya secara 
maksimal. Implikasinya adalah potensi yang dimiliki di lingkungan dalam bentuk 
perilaku yang menyimpang. Kepadatan juga dapat menimbulkan perkelahian antar 
kelompok sebagai dampak dan persaingan dan perbuatan suatu wilayah.  
f. Kepribadian 
 Remaja yang melakukan tindakan menyimpang, umumnya memperlihatkan 
karakter kepribadian yang berbeda dengan remaja normal. Remaja delinkuen 
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kurang memiliki kontrol diri yang ditandai dengan ketidakmampuan menunda 
kenikmatan dan keinginan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang, 
otoriter, dan tidak memiliki tanggung jawab sosial, kurang memiliki gambaran 
dan self esteem. Selain itu, mereka memiliki IQ yang rendah, tidak memiliki 
motivasi berprestasi, mudah marah, sikap bermusuhan, destruktif impulsif, dan 
kehilangan kontrol. 
g. Psikopatologi 
 Kenakalan remaja merupakan bentuk gangguan perilaku. DMS-III, membagi 
tiga bentuk gangguan perilaku. 
1) Group type, yaitu perilaku yang menyimpang yang yang dilakukan dalam 
sebuah kelompok. Remaja menjadi nakal sebagai akibat dan pengaruh 
teman 
2) Solitary aggressive type, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan 
sendiri. 
3) Undifferentiated type, munculnya perilaku menyimpang sebagai sebab 
dan pengaruh teman dan kondisi dalam dan remaji. 
Kenakalan remaja berkaitan erat dengan dua hal, yaitu predisposisi 
(kecenderungan) dan motivasi. Predisposisi tersebut meliputi: 
1. Remaja tidak memiliki perencanaan dan visi masa depan. 
2. Ketidakmampuan fisik dan kematangan seksual yang menyimpang 
sehingga remaja merasa tidak adekuat. 
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3. Sikap yang negatif terhadap sekolah sehingga remaja keluar dari sekolah 
(drop out). Akibat lebih jauh adalah remaja menjadi penganggur dan 
timbul perasaan tidak berguna dalam diri. 
4. Kebingungan terhadap nilai moral sebagai akibat dari identifikasi 
kelompok yang memilki nilai yang berbeda dengan nilai yang ada di 
rumah atau masyarakat. 
5. Partisipasi remaja dalam kelompok yang menyebabkan mereka tern dan 
nilai kelompok. 
6. Berita media massa. 
7. Kondisi rumah yang kurang menguntungkan, yang ditandai dengan 
kurangnya perhatian orang tua, kurang mengalami hubungan efeksional 
dari keluarga, kurang disiplin, dan pola kehidupan keluarga yang 
menyimpang. Kondisi ini mengakibatkan kepada anak, yang ditandai 
dengan perasaan dibenci, ingin menyakiti orang tua, dan lari dari rumah. 
8. Pola kepribadian yang menyimpang sehingga anak berpotensi melakukan 
penyimpangan dalam menyesuaikan diri. 
 Predisposisi tersebut akan menimbulkan perilaku delinkuen bila terdapat 
motivasi dalam diri remaja. Motivasi ini meliputi: 
1. Keinginan  akan hal-hal yang baik karena ketidakpuasan pada apa yang 
dimiliki  
2. Emosi yang kuat menyebabkan remaja berperilaku tidak terkendali, 
seperti marah , iri, dengki, cemburu, takut, dan frustasi. 
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3. Kejenuhan akibat kurangnya kepuasan dan rekreasi. Untuk 
menghilangkan kejenuhan dan kebosanan, remaja melakukan hal-hal 
yang melanggar aturan umum 
4. Perasaan inferior, baik fisik, psikis, dan sosial. Untuk menghilangkan 
perasaan itu, remaja melakukan pelanggaran sebagai berikut kepada 
orang lain bahwa diri mereka superior. 
5. Keinginan untuk bebas sebagai akibat dari kegagalan dalam mencapai 
tujuan 
6. Keinginan untuk diterima secara sosial 
7. Keinginan untuk mendapatkan kepuasan seksual 
Selain dengan motivasi tersebut, Kartono menyebutkan beberapa motif  yang 
mendorong remaja untuk melakukan  tindakan yang menyimpang, yaitu: (a) untuk 
memuaskan kecenderungan keserakahan, (b) meningkatnya agresivitas dan 
dorongan seksual, (c) pola asuh yang salah, (d) keinginan untuk berkumpul 
dengan teman sebaya, (e) pembawaan potologi, (f) konflik batin kemudian 
melakukan mekanisme pertahanan diri dan pembelaan diri yang irasional7. 
D. Upaya Kepolisian Dalam Menangani Kenakalan Remaja 
Masa transisi pada remaja tergantung pada keadaan dan tingkat sosial 
masyarakat dimana ia hidup. Masa remaja memang memerlukan perhatian yang 
lebih dibanding masa lainnya, karena pada masa ini seorang remaja mengalami 
perubahan drastis yang sangat kompleks, perubahan yang terjadi tidak hanya 
terbatas pada fisik semata tetapi juga terjadi perubahan-perubahan pada aspek 
                                                             
7
 Ahmad Afif, Mengapa Kami Nakal (Makassar: Alauddin University Press, 2012) h.61-66. 
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psikis. Begitu pula secara sosial, masyarakat akan menuntut peran yang lain dari 
biasanya sebagai anak-anak. Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-
kanak ke usia dewasa. Pada masa ini remaja sering merasa gelisah, tidak tenang, 
yang terjadi akibat kesenjangan keinginan dan kemampuan. Tindakan remaja ini 
banyak yang menyalahi norma atau aturan yang ada di masyarakat seperti 
perkelahian, mabuk-mabukan bahkan sampai melakukan kriminal. Membicarakan 
tindak kenakalan yang dilakukan oleh remaja tidak terlepas dari interaksi di dalam 
keluarga, teman sebaya atau sepermainan yang yang di dalam masyarakat tempat 
dimana remaja tumbuh dan berkembang. Dimana peranan dan tanggung jawab 
orang tua sangat dibutuhkan dalam mencegah tindak kenakalan yang dilakukan 
oleh remaja itu sendiri. Hubungan yang tidak baik antara sesama anggota keluarga 
tidak dapat mengubah perilaku negatif anak. Apalagi anak atau remaja yang 
sering melakukan aktivitas di luar rumah dan berkumpul dengan teman-teman 
sebayanya, serta melakukan kegiatan-kegiatan asosial.8  
 Akhir-akhir ini di beberapa media massa sering kita membaca tentang 
perbuatan kriminalitas yang terjadi di negeri yang kita cintai ini. Ulah para remaja 
yang masih dalam tahap pencarian jati diri sering sekali mengusik ketenangan 
orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman 
lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya 
hanya untuk hura-hura seperti minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan 
                                                             
8
 Hafzana Bedasari dan Muhammad Djaiz, Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kenakalan 
Remaja Oleh Aparat Polsek Karimun Kabupaten Karimun, Vol. XII, h. 71 (diakses pada tanggal 17 Juni 
2019, 22:35) 
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terlarang, berkelahi, berjudi dan lain-lainnya itu akan merugikan dirinya sendiri, 
keluarga, dan orang lain yang ada di sekitarnya9.  
Maka dari itu kepolisian mencari cara untuk menanggulangi kasus kenakalan 
remaja. Adapun upaya kepolisian dalam menangani kenakalan remaja yaitu : 
1. Penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung  
Penyuluhan langsung merupakan bentuk interaksi secara langsung atau 
bertatap muka dengan sasaran, seperti sosialisasi. Penyuluhan tidak langsung 
merupakan pesan yang disampaikan tidak secara langsung disampaikan oleh 
penyuluh tetapi melalui perantara atau media, misalnya periklanan dan 
penyebaran barang tercetak. 
2. Patrol 
Merupakan salah satu tindakan pencegahan yang dilaksanakan dengan cara 
bergerak dari satu titik ke titik lainnya untuk memeriksa dan memastikan area 
dalam keadaan aman dan tertib. 
3. Rasia 
Rasia adalah penangkapan penjahat secara beramai-ramai 
4. Penertiban 
 Merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga dan atau 
memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelenggaran-
pelanggaran dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan tidak sampai proses peradilan 
 
                                                             
9
 Dadan Sumara dan Suhadi Humaedi, Kenakalan Remaja Dan Menanganinya, Vol. IV, h. 347 (diakses 
pada tanggal 17 Juni 2019, 23:31) 
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5. Pendekatan 
 Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk 
mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai 
pengertian tentang masalah penelitian10. 
  Kitab Undang-ungang Hukum Pidana (KUHP) telah menempatkan pada 
buku kedua yang berjudul tentang kejahatan, dimana syarat yang paling utama di 
dalam kejahatan adalah adanya unsur kesalahan (schuld). Hal ini dikarenakan 
bahwa di dalam kejahatan terdapat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan. Oleh 
karena itu unsur kesalahan harus dapat dibuktikan. 
Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh remaja, hukum pidana telah 
mengaturnya sedemikian rupa, sehingga di dalam pengaturan pelaksanaannya, 
dituntut kejelian seseorang hakim di dalam menentukan hukumannya. Hal ini 
tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang ada di mana berdasarkan Hukum 
Positif Pasal 45 KUHP, sebagai batasan umur terhadap seseorang yang disebut 
anak adalah sampai kejahatan, maka hakim dapat menentukannya ke dalam tiga 
kemungkinan sebagai tempat pendidikannya yaitu: 
1. Menyerahkan atau mengembalikan anak yang telah melakukan kejahatan 
tersebut kepada orang tuanya dengan tidak dijatuhi  hukuman apa pun, atau 
kepada orang lain yang dianggap mampu untuk itu. 
2. Menyerahkan kepada Negara, atau pada lembaga-lembaga sosial yang 
ada atau yang telah ditunjuk untuk itu. 
3. Menjatuhkan hukuman kepadanya. 
                                                             
10
 Habzana Bedasari dan Muhammad Djaiz, Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan  Kenakalan 
Remaja Oleh Aparat Polsek Karimun Kabupaten Karimun, Vol. 12, h. 73-75 (diakses pada tanggal 18 Juni 
2019, 00:04) 
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 Namun demikian, sebelum seorang hakim memutuskan hukuman yang 
sebaiknya diajukan kepada seorang anak atau remaja telah melakukan suatu 
kejahatan, perlu dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut. 
1. Sifat Kejahatan Yang Dilakukannya 
Faktor ini sangat penting untuk diketahui oleh seorang hakim, karena 
kenakalan yang dilakukan seorang remaja, tentunya dapat terjadi disebabkan 
karena pelajar tersebut hanya ikut-ikutan atau diajak oleh teman-temannya. 
Seorang anak yang hanya ikut-ikutan dalam berkelahi, tentu berbeda hukumannya 
dengan seorang pelajar yang benar-benar mempelopori perkelahian antar pelajar 
tersebut. 
2. Perkembangan Jiwa Anak 
 Perkembangan jiwa anak atau remaja juga mempunyai peranan penting dalam 
putusan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Dalam fase ini usia seorang 
pelajar (12-16 tahun) merupakan masa pencaroba yaitu masa transisi yang beralih 
dari masa kanak-kanak/remaja menuju ke masa dewasa. Gejolak jiwa sebagai 
anak muda yang ingin mengetahui banyak hal, sangat penting bagi mereka yang 
kadangkala ingin mendobraknya dengan berbagai cara. 
Sifat ketidaktahuan setiap anak muda khususnya para pelajar, membutuhkan 
suatu jalan keluar atau penyalurannya. Karena penyalurannya yang salah dan 
menjurus pada tindakan yang negatif. 
3. Tempat di Mana Ia Harus Menjalankan Hukumannya 
Seorang anak atau remaja yang karena perbuatannya yang melanggar hukum 
tentunya harus dihukum. Pelanggaran yang harus dikenakan pada seorang remaja 
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yang  telah diperbuatnya. Jika pelanggaran tersebut hanya melakukan pelanggaran 
biasa dengan berkelahi, tentunya seorang anak atau remaja akan mendapat 
hukuman berupa teguran dan nasehat agar tidak mengulangi perbuatn tersebut. 
Namun ketika dampak perbuatan seorang remaja sangat serius atau parah maka 
hukumannya akan lebih parah lagi. 
Di negeri ini, kenakalan remaja sesungguhnya sudah begitu kompleks, karena 
rendahnya implementasi agama, kurangnya lapangan kerja, kebutuhan hidup yang 
terus mendesak. Masalah perut tidak dapat diajak kompromi, maka ketika tidak 
punya penghasilan yang baik, kemudian masyarakat melakukan kejahatan, mulai 
jadi preman, kemudian memeras dengan cara memalak di terminal-terminal, 
stasiun, bandara, ataupun pelabuhan, misalnya. Ditambah lagi masalah anak 
jalanan yang memalukan Negara, karena kemiskinan dan kenakalan sebagai salah 
satu pergaulan, maka menjadi anak jalanan. 
Kenapa banyak terjadi kekerasan selama ini ? Karena telah hilangnya nilai-
nilai karakter, ilmu hukum lepas dari keadilan. Hukum diobok-obok dengan suap 
menyuap, yang akhirnya keadilan tercabik-cabik. Banyak terjadi kejahatan atau 
kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Sebagai contoh, yang sangat 
memprihatinkan adalah seorang anak kelas lima Sekolah Dasar telah membunuh 
adik kelasnya di Jakarta (September 2015), karena hal yang sepele saja, bermain 
dan berkelahi. Selain itu, keteladanan dari seorang pemimpin memang sangat 
dibutuhkan untuk membentuk karakter bangsa. 
Dalam upaya represi, pemerintah melaksanakan supremasi hukum melalui 
institusi penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dapat menegakkan hukum 
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yang berkeadilan. Para agamawan (Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, 
Budah, dan Kong Hu Chu) dapat berperan aktif dalam upaya sebagai penyadaran 
pribadi sebagai makhluk insan yang berketuhanan melalui ajaran dan 
implementasi agama masing-masing, sehingga dapat terbentuk sebagai manusia 
seutuhnya yang memiliki akhlak mulia.11 
Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan 
kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman 
masyarakat. karena itu putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar 
dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti 
mencintai keadilan. Hal ini berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari al-
Qur‟an QS. An-Nisa /4:65 : 
                            
           
 
Terjemahnya: 
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga 
mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, 
kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap 
putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya12. 
 
Dalil hukum dari ayat al-Qur‟an di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa 
Allah menjelaskan walaupun ada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi pada 
hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim 
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 Marwan Setiawan, Karakteristik kriminalitas Anak & Remaja (Bogor, Ghalia Indonesia) h.127-128. 
12
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro. 2010) h. 88 
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yang adil, seperti putusan Nabi Muhammad Saw. Sebagai Rasul yang pernah 
menetapkan penyelesaian perselisihan di antara umatnya.  
Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana 
Islam terbagi atas dua bagian, yaitu (a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai 
berat ringannya hukuman termasuk qishas dan diat yang tercantum di dalam al-
Qur‟an. Hal dimaksud disebut hudud, (b) ketentuan hukum yang dibuat oleh 
hakim melalui putusan yang disebut hukuman ta‟ ir13. 
E. Hukum Islam Dalam Mencegah Terjadinya Kenakalan Remaja  
1. Pengertian Hukum Islam 
 Pengertian Hukum Islam disebut juga Syariat Islam dimana dalam bahasa 
Arab, ةيم لاسإ ةعيرش; jika diartikan secara etimologi berarti “jalan-jalan yang bisa 
ditempuh air”. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur 
seluruh sendi kehidupan umat manusia. Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah 
khas Indonesia, sebagai terjemahan al-fiqh al-Islami atau dalam konteks tertentu 
dari al-syari’ah al-Islami. Istilah ini dalam mewacana hukum barat digunakan 
Islamic Law. Dalam al-Qur‟an dan Sunnah, istilah al-hukm al-Islami tidak 
dijumpai, yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya 
kemudian lahir istilah fiqh. Fiqh merupakan hukum praktis hasil dari ijtihad. 
Kalangan ulama Fuqaha (Ahli Fiqh) mengartikan Fiqh sebagai kumpulan hukum 
Islam yang mencakup aspek hukum Syar‟i, baik yang tertulis maupun hasil 
penalaran teks.14 
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 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h.11-12. 
14
 Muh. Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h.24. 
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Hasbi ash-shidieqi mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi upaya para 
ahli hukum atau mendapatkan syariat atas kebutuhan masyarakat, dan di Indonesia 
istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam, 
dimana hukum adalah seperangkat peraturan tentang dia dan tunduk atau tingkah 
laku yang diakui oleh suatu Negara dan masyarakat yang berlaku dan mengikat 
pada seluruh anggotanya, kemudian kata hukum tersebut didasarkan pada kata 
Islam, jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan 
berlandaskan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku muqallaf yang 
diakui dan diyakini berlaku pada semua pemeluk Islam.15 
Perumusan hukum Islam menurut syar‟i adalah untuk memelihara (1) Agama, 
(2) Jiwa, (3) Akal, (4) Kehormatan dan Keturunan, dan (5) Harta. 5 hal pokok 
tersebut wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan 
yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Segala bentuk upaya mewujudkan dan 
memelihara 5 pokok tersebut merupakan amalan shaleh yang harus dipelihara.16 
Syariat Islam yang bersumber dari Allah Swt. Melalui al-Qur‟an dan as-
Sunnah memiliki kedudukan yang sangat tinggi sebagai number hukum yang akan 
di terapkan dalam kehidupan masyarakat. Manusia tidak akan menjadi baik, kalau 
hanya berdasarkan pada tatanan kehidupannya pada akal (rasio) dan 
pengalamannya semata. Untuk ini manusia sangat membutuhkan syariat ilahi 
untuk memberikan pencerahan pada akal, nurani dan moralnya, agar dapat 
memahami dirinya sendiri sebagai pribadi dan hamba Allah. Selain itu syariat 
Islam memberikan tuntunan praktis pada wilayah yang tidak sanggup dicapai oleh 
                                                             
15
 Misbahuddin, E-commerce dan Hukum Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2012) h.85-91. 
16
 Rahmatiah, Fiqh Jinayah 1 (Makassar, Alauddin University Press, 2014) h.35. 
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upaya akal dan pengalamannya sendiri. Dengan demikian manusia tidak perlu 
kebingungan dan takut memberi jawaban dalam menyelesaikan semua aspek 
kehidupannya karena syariat Islam dapat menjadi petunjuk hidup.17 
Pada dasarnya pendidikan Islam merupakan usaha dasar yang dilaksanakan 
berdasarkan ajaran Islam untuk membimbing dan membina manusia agar menjadi 
manusia muslim dan mukmin yang dapat neningkatkan, mengembangkan dan 
menyalurkan serta memelihara segenap potensi jasmani, rohani (jiwa), akal dan 
hawa nafsunya sehingga iya mampu hidup lebih baik dan produktif bagi 
kebutuhan diri, keluarga, dan masyarakat. 
Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur‟an dalam QS al-Baqarah/1:83 : 
 
                                 
                                    
          
 
Terjemahnya: 
 
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): 
janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu 
bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah 
kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. 
kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada 
kamu, dan kamu selalu berpaling18. 
 
Jadi pendidikan agama Islam, yaitu usaha yang berupa pengajaran, bimbingan 
dan usaha terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, 
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 Syamsuddin Rajab, Syariat Islam dalam Negara Hukum (Makassar: Alauddin University Press, 
2011) h.20. 
18
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro. 2010) h. 12 
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menghayati dan mengamalkan agama Islam, serta menjadikannya sebagai jalan 
kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan masyarakat.  
Cita-cita Islam mencerminkan nilai-nilai normatif dari Tuhan yang bersifat 
abadi dan absolut. Dalam pengalamannya tidak mengikut selera nafsu dan budaya 
manusia yang berubah-ubah menurut tempat dan waktu. 
Nilai-nilai Islam yang demikian itulah yang ditimbulkan dalam diri pribadi 
manusia melalui proses tranformasi kependidikan. Proses pendidikan yang 
mentransformasikan (mengubah), nilai tertsebut selalu berorientasi kepada 
kekuasaan Allah dan Iradah-nya (kehendak-nya) yang menentukan 
keberhasilannya. Kemajuan peradaban manusia yang melingkup kehidupannya, 
bagi manusia yang berkepribadian Islam, hasil proses kependidikan Islam akan 
tetap berada dalam lingkaran hubungan vertikal dengan Tuhan-nya, dan hubungan 
horizontal dengan masyarakat. 
Abdullah Nashih Ulwan menyatakan bahwa teknik atau metode pendidikan 
Islam itu ada lima macam, yaitu: 
1. Pendidikan Dengan Keteladanan 
Keteladanan dalam pendidikan adalah metode influentif  yang paling 
meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di 
dalam moral, spiritual, dan sosial. Hal ini karena pendidik adalah contoh terbaik 
dalam pandangan anak yang akan ditirunya dalam tindak tanduknya, dan tata 
santunnya, didasari ataupun tidak, bahkan tercetak dalam jiwa dan perasaan suatu 
gambaran pendidik tersebut, baik dalam ucapan atau spiritual, diketahui atau tidak 
diketahui. 
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Allah menunjukkan bahwa contoh keteladanan dalam kehidupan Nabi 
Muhammad adalah mengandung nilai paedagogis bagi manusia (para 
pengikutnya). Seperti dalam QS al- Ahzab/ 33:21 
                                
 
 
Terjemahnya: 
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suriteladan yang baik bagimu 
yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir dan 
dia banyak mengingat Allah.19 
  
Demikianlah metode pendidikan Rasulullah Saw, ketika membina akhlak 
anak dengan contoh teladan beliau langsung. Bentuk pendidikan inilah yang 
merupakan sebaik-baiknya metode yang dapat diterapkan pada anak. 
Dari pemaparan di atas, abdul Karim Bakkar menyatakan bahwa kita harus 
melakukan poin-poin berikut. 
a. Memberikan pemahaman pada anak bahwa kandisi kita tidak seperti yang 
diharapkan dan karenanya setiap orang yang ada di rumah harus mengubah 
perilaku buruknya. 
b. Mau pengkritik diri kita dan mengakui kesalahan kita, sedang kepada anak, 
kita harus berbicara tentang pentingnya taubat. 
c. Kita selau mengatakan bahwa setiap Bani Adam pasti bersalah, dan sebaik-
baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat . sementara itu, Nabi kita 
Muhammad Saw, adalah teladan yang sempurna sebagaimana Allah Swt telah 
memuliakannya dengan memberikannya ishmah (keterpeliharaan dari dosa). 
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 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 413 
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2. Pendidikan Dengan Adat Kebiasaan 
Masalah-masalah yang sudah menjadi ketetapan dalam syariat Islam bahwa 
sang anak diciptakan dengan fitrah tauhid yang murni, agama yang lurus, dan 
iman kepada Allah. Ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam QS al-
Ruum/30:30 
                                 
                 
 
Terjemahnya: 
Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; fitrah Allah 
yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada 
fitrah anak. (itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui.20 
 
Fitrah Allah bahwa manusia diciptakan Allah mempunya naluri beragama, 
yang agama tauhid. Jika ada manusia tidak memiliki agama tauhid, hal itu tidak 
wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. 
Kebiasaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, karena itu 
menghemat banyak sekali kekuatan manusia. Sudah menjadi kebiasaan yang 
sudah melekat dan spontan agar kekuatan itu dapat dipergunakan untuk kegiatan-
kegiatan diagama lain seperti untuk bekerja, memproduksi dan mencipta. Bila 
pembawaan seperti ini tidak diberikan Tuhan kepada manusia, maka tentu mereka 
akan menghabiskan hidup mereka hanya untuk belajar berjalan, berbicara, dan 
berhitung. Tetapi, disamping itu kebiasaan juga merupakan faktor penghalang, 
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 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 407 
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terutama apabila tidak ada penggeraknya dan berubah menjadi kelambanan yang 
memperlemah dan mengurangi reaksi jiwa. 
Islam mempergunakan kebiasaan itu sebagai salah satu teknik pendidikan, 
lalu mengubah seluruh sifat-sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat 
menunaikan kebiasaan, tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga, dan 
tanpa menemukan banyak kesulitan. 
Oleh karena itu, setelah diketahui bahwa kecenderungan dan naluri anak-anak 
dalam pengajaran adalah sangat besar dibanding usia lainnya, maka hendaklah 
para pendidik, ayah, ibu, dan pengajar untuk memusatkan perhatian pada 
pengajaran anak-anak tentang kebaikan dan upaya membiasakannya sejak ia 
sudah mulai memahami realita kehidupan ini.  
3. Pendidikan dengan Nasihat 
Metode ini yang penting dalam mempersiapkan moral, spiritual, pendidikan, 
pembentukan keimanan, dan sosial anak adalah pendidikan dengan pemberian 
nasihat. Sebab, nasihat itu dapat membukakan mata anak-anak pada hakikat 
sesuatu, mendorongnya menuju situasi luhur, menghiasinya dengan akhlak yang 
mulia, dan membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam. Maka tak heran kita 
mendapatkan al-Qur‟an  memakai metode ini, yang bicara kepada jiwa, dan 
mengulangi-mengulanginya dalam beberapa ayat dan tempat.  
4. Pendidikan dengan Memberi perhatian  
 Dimaksud dengan pendidikan dengan perhatian adalah mencurahkan, 
memerhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan 
akidah dan moral, persiapan spiritual dan sosial, disamping selalu bertanya 
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tentang situasi pendidikan jasmani dan daya hasil ilmiahnya. Tidak diragukan 
bahwa pendidikan dianggap sebagai, asas terkuat dalam pembentukan manusia 
secara utuh, yang menunaikan hak setiap orang dalam kehidupan, termasuk 
mendorongnya untuk menunaikan tanggung jawab dan kewajiban secara 
sempurna. 
 Metode pendidikan anak dengan cara memberikan perhatian kepada anak 
akan memberikan dampak positif, karena dengan metode ini si anak merasa 
dilindungi, diberi kasih sayang karena ada tempat untuk mengadu baik suka 
maupun duka. Sehingga anak tersebut menjadi anak yang berani untuk 
mengutarakan isi hatinya/permasalahan yang ia hadapi kepada orang 
tuanya/gurunya. 
5. Pendidikan dengan Memberi Hukuman 
 Pada dasarnya, hukum-hukum syariat Islam yang lurus dan adil, prinsip-
prinsipnya yang universal, berkisar di sekitar penjagaan berbagai keharusan asasi 
yang tidak bisa dilepas oleh umat manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa 
hukum. Dalam hal ini, para imam mujtahid dan ulama ushul fiqh membatasi pada 
lima perkara. Mereka menamakannya sebagai al-kulliyat al-khamsah (ilmu 
prinsip universal), yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, 
menjaga akal, dan menjaga harta benda. 
 Janganlah menghukum atau memukul anak sampai si anak menjerit-jerit 
melolong-lolong, yang tentu saja amat sakit. Karena, para ahli berpendapat 
bahwa hukuman yang kejam akan membuat si anak menjadi penakut, rendah diri, 
41 
 
 
 
dan akibat-akibat lain yang negatif seperti sempit hati, pemalas, pembohong, dia 
berani berbohong, karena bila tidak, kekerasan akan menimpahnya. 
 Sebab-sebab yang  mendorong diperbolehkannya sanksi pukulan antara lain 
sebagai berikut. 
a. Bila metode motivasi dan dorongan sudah diupayakan, tetap tidak 
membuahkan hasil 
b. Bila metode pemuasan dan pemberian nasihat sudah dilakukan, tetapi tidak 
berhasil 
c. Bila metode penolakan sudah dijalankan, tetapi juga tidak membuahkan hasil 
d. Bila metode ancaman sudah diterapkan, tetap tidak berhasil 
e. Benar-benar diperkirakan ada dampak positif dibalik sanksi pukulan. 
M. Athiyah Al-Abrasyi dalam Nur Uhbiyati mengemukakan tiga syarat 
apabila seorang pendidik ingin menghukum anak dengan hukuman badan 
(jasmani), yaitu: 
a. Sebelum usia 10 tahun anak-anak tidak boleh dipukul 
b. Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali. Dimaksud dengan pukulan di sini ialah 
dengan lidi atau tongkat kecil bukan dengan tongkak besar 
c. Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk taubat untuk apa yang ia 
lakukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan 
atau merusak nama baiknya (menjadikan ia malu). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metodologi adalah sistem panduan untuk memecahkan persoalan komponen 
spesifikasinya dalam bentuk, tugas, metode, teknik dan alat. Penelitian adalah 
suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara 
terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau 
mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyan tertentu.1 Dengan demikian 
metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur 
yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif  (qualitative research). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 
berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari 
sudut pandang atau interpetasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan 
kata lain, penelitian kualitatif  berupaya memahami bagaimana seseorang individu 
melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini 
merupakan hasil interaksi sosialnya2.  
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah di Polres Takalar yang bertempat di Kabupaten 
Takalar dengan dasar pertimbangan, banyaknya tindak pidana dan faktor 
pendukung terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau remaja yang 
pada dasarnya sudah penulis anggap paham atas hukum akan tetapi masih 
                                                             
1Adi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: CV Rajawali, 1985) h.65 
2
 Sudaryono, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017) h. 91. 
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melakukan beberapa pelanggaran yang sudah dapat dipertanggungjawabkan 
melalui proses pidana. 
Berdasarkan judul penelitian, maka diketahui bahwa variabel yang akan 
dikaji dalam penelitian yaitu “Efektifitas Kepolisian Dalam Menangani Kasus 
Kenakalan Remaja Di Kabupaten Takalar Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini 
juga bersifat deskriptif, yang berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan 
kinerja kepolisian terhadap kenakalan remaja yang terjadi di wilayah Polres Tabes 
Takalar , serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian pelajar di 
Kabupaten Takalar. 
B. Pendekatan Penelitian   
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan 
pendekatan normatif. Pendekatan sosiologis merupakan suatu landasan kajian 
untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Pendekatan normatif 
merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan 
berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan 
pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.  
C. Sumber Data 
 Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 
1. Data premier yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. 
Data premier ini diperoleh dari hasil wawancara penelitian dengan  Polisi 
dan pelaku kenakalan remaja yang telah ditunjuk untuk menjadi 
informan. 
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2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
dengan mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, karya ilmiah, 
undang-undang, atau peraturan-peraturan berlaku yang relavan dengan 
pokok permasalahan yang akan dibahas 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang 
diteliti, penelitian mempergunakan instrument sebagai berikut. 
1. Observasi; yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan 
terhadap terjadinya kenakalan remaja di wilayah Polres Takalar 
2. Angket (kuesoner); yaitu “daftar yang memuat sejumlah pertanyaan 
dengan atau tanpa jawaban”. Dalam penelitian ini penelitian 
mempergunakan angket sebagai penjabaran dari indikator-indikator yang 
diteliti. Pada angket tidak disediakan jawaban untuk memberikan 
kesempatan kepada responden mengemukakan pendapatnya dan juga 
peneliti menyiapkan sebagai alternatif jawaban dan responden menjawab 
pertanyaan dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia 
pada setiap pertanyaan. 
3. Wawancara; penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali dan 
mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau melalui 
agket atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu 
persoalan. Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara dilakukan 
secara terstruktur dengan menggunakan dilakukan dengan jalan membaca 
literatur-literatur yang berisi teori-teori tentang hal yang diteliti. Selain 
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itu, juga dilakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen tertulis 
termasuk Undang-undang dan aturan-aturan hukum yang mengatur 
tentang tindak pidana yang dikaitkan dengan kenakalan remaja. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan 
untuk mengumpulkan data dan instrumen utama pengumpulan data adalah 
manusia, yaitu penelitan sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 
kedudukan peneliti yaitu sebagai instrument utama. Dapat disimpulkan bahwa 
betapa pentingnya peran manusia dalam pelaksanaan penelitian dengan 
pendekatan kualitatif. Istrumen yang penulis gunakan yaitu pedoman wawancara, 
dokumentasi, alat perekam, dan alat tulis yang penulis anggap relevan dengan 
penelitian ini. 
F. Teknik Pengelolaan  dan Analisis Data 
1. Teknik Pengelolaan Data  
Data yang dikum kempulkanudian akan diubah dengan cara: 
a. Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila 
masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan 
melakukan koreksi ulang kesumber data yang bersangkutan. Selain itu juga 
melakukan pemeriksaan bila data kesalahan atau kekeliruan terhadap data 
yang diperoleh.  
b. Sistemasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok 
bahasan secara sistematis sehingga memindahkan pembahasan. 
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c. Klasifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok 
bahasan yang telah ditentukan. 
2. Analisis data 
Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam 
jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, 
keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan 
menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriftif kualitatif menafsirkan dan 
menuturkan data yang bersangkutan dengan sesuatu yang sedang terjadi, sikap 
serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat , pertentangan 2 keadaan / 
lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antara fakta, pengaruh terhadap suatu 
kondisi, dan lain-lain. Masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian 
deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komperatif, serta dapat 
juga menjadi sebuah studi korelatif 1 unsur bersama unsur lainnya. Biasanya 
kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, penganalisisan data, 
penginterprestasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu 
pada penganalisisan data tersebut 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data sangat penting dilakukan agar data yang diperoleh 
di lapangan pada saat penelitian bisa dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian 
ini, pengujian keabsahan data denga cara teknik triangulasi. Triangulasi adalah 
proses penguatan bukti dari individu-individu dan jenis data (misalnya, lembar 
observasi dan transkip wawancara) dalam deskripsi dan teman-teman dalam 
penelitian kualitatif. Teknik triagulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
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tekniktriagulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber. Teknik Triagulasi 
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data antara hasil 
wawancara dengan hasil obserfasi, hasil obserfasi dengan hasil dokumentasi, serta 
hasil dokumentasi dengan hasil wawancara yang berkaitan denagan tingkat 
pemahaman hukum dengan kaitannya maraknya perbuatan melanggar hukum di 
lingkungan Polres Takalar. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Polres Takalar 
Polres Takalar adalah struktur komando kepolisian Repoblik Indonesia yang 
terletak di jalan Diponegoro, Kalabbirang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi 
Selatan, berada antara  5.3 – 5.33o Lintang Selatan dan antara 119.22-118.39o 
Bujur Timur. Denganluas wilayah sekitar 566,51 km2. Wilayahnya terdiri dari 
sembilan Kecamatan yaitu: Kecamatan Manggarabombang, Kecamatan 
Mappakasunggu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kecamatan Polongbangkeng 
Selatan, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan 
Pattallassang, Kecamatan Galesong, Kecamatan Sanrobone. 
Adapun fungsi dan susunan organisasi Polres Takalar sebagaimana yang telah 
diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repoblik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian 
Resort Dan Kepolisian Sektor, Dalam Bab II Pasal 6 – Pasal 76. 
1. Dalam melaksanakan tugas Polres Takalar menyelenggarakan fungsi: 
a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat 
b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan  
c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 
d. Pembinaan masyarakat 
e. Pelaksanaan fungsi sabhara 
f.  Pelaksanaan fungsi lalu lintas 
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g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan 
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan 
2. Susunan Organisasi Polres Takalar 
   Kapolres  
a. Unsur pimpinan    
     Wakil kapolres (Wakapolres) 
 
        Bagops 
        Bagren 
        Bangsumda 
b. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan Siwas 
       Sipropan 
       Sikeu 
       Sium 
       
      SPKT 
      Satintelkam 
      Satreskrim 
      Satresnarkoba  
      Satbinmas  
c. Unsur pelaksanaan tugas pokok  Satsabhara  
      Satlantas 
      Satpamobvit 
      Satpolair 
      Sattahti 
 
d. Unsure pendukung yaitu Sitipol 
e. Unsure pelaksanaan tugas kewilayaan Polsek 
B. Penyebab Maraknya Kenakalan remaja Di Kabupaten Takalar 
Kenakalan remaja adalah suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 
anak baik secara pribadi atau pun berkelompok yang melanggar baik itu hukum 
maupun norma-norma hukum adat lainnya yang berlaku di masyarakat.1 
                                                             
1Bripka Iswanto, Kanit PPA Polres Takalar, Wawancara Senin 8 Juli 2019. Di Kab. Takalar               
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Pada umumnya, remaja dan pemuda kita mempergunakan potensi-potensi 
dengan baik yang diwujudkan dengan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang 
positif dan konstruktif, yang berguna bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Akan 
tetapi disamping itu tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat sebagian remaja dan 
pemuda yang sikap dan perlakuannya menjurus kepada hal-hal yang negatif dan 
destruktif, serta melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku 
mereka itu dapat dikatakan “perilaku menyimpang” atau asosial, bahkan 
antisosial.  
Segala tindakan remaja yang menyimpang dapat merugikan dan mengganggu 
keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbuatan ini merupakan perwujudan 
perilaku tidak wajar, akibat dari tekanan diri remaja itu sendiri, misalnya perasaan 
ketegangan, kegelisahan, kecemasan, dan kekecewaan. Perilaku mereka itu 
biasanya disebut “kenakalan remaja” 
Menurut Bripka Iswanto penyebab maraknya kenakalan remaja di Kabupaten 
Takalar adalah: 
1. Faktor lingkungan    
Faktor lingkungan sangat berperan penting dalam perilaku anak, keadaan dan 
lingkungan sekitar anak yang bersifat negatif akan lebih mudah mempengaruhi 
tingkah laku yang negarif pula. Sebaliknya keadaan lingkungan sekitar yang 
bersifat positif akan mengandung nilai-nilai konstruktif yang akan memberikan 
pengaruh positif pula. 
Manusia tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu baik 
buruknya tingkah laku seorang anak banyak ditentukan oleh keadaan 
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lingkungannya, seperti ungkapan Hasan Shadily bahwa tidak ada manusia yang 
dilahirkan dengan sifat yang jahat. Sifat-sifat manusia itu tidak lain karena hasil 
lingkungannya sendiri. 
Lingkungan sosial anak seperti di Kabupaten Takalar sangat terbuka terhadap 
sesuatu yang bersifat deskruktif yang dibawa dan dikembangkan orang-orang 
dewasa berdasarkan pengalaman dan lingkungan mereka sebelumnya. 
Premanisme, alkoholisme, judi, senjata tajam, dan jagoan merupakan hal-hal yang 
mudah diserap dan diikuti oleh anak, tidak hanya untuk melegitimasi diri tetapi 
juga untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Lingkungan sekitar tidak selalu baik 
dan menguntungkan bagi pendidikan dan perkembangan anak. Lingkungan bisa 
merangsang timbulnya reaksi emosional buruk pada anak-anak puber dan 
adalesen yang masih lebih jiwanya, dengan begitu anak-anak mudah terjangkit 
oleh pola kriminal, asosial dan asusila. Dalam kondisi seperti ini anak-anak sering 
menempuh jalan pintas, menyerempet bahaya dengan melakukan tindakan 
kriminal dan kekerasan.sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa 
masyarakat jika ditinjau dalam perspektif pendidikan maka masyarakat disebut 
lingkungan pendidikan non formal yang memberikan pendidikan secara sengaja 
dan berencana kepada seluruh anggotanya. Dengan kata lain masyarakat sangat 
berpengaruh dalam pembentukan karakter sosial anak. 
2. Faktor keluarga 
Keluarga merupakan wadah pembentukan pribadi anggota keluarga terutama 
untuk anak yang mengalami pertumbuhan fisik dan rohani. Dengan demikian 
kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang sangat fital 
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bagi pendididkan seorang anak. Lingkungan keluarga, secara fundamental dapat 
membantu pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggungjawab, tetapi 
apabila usaha pendidikan dalam keluarga dalam keluarga gagal, akan terbentuk 
seorang anak yang cenderung melakukan tindak kejahatan dalam masyarakat dan 
sering menjurus kepada tindakan kriminal.  
Bila kedudukan keluarga mempunyai tempat yang primer dalam membentuk 
pribadi seorang anak, maka kehilangan keharmonisan itu akan mempunyai 
pengaruh yang destruktif bagi perkembangan diri. Terutama bagi perkembangan 
seorang anak yang pada tahap itu sedang berada pada proses mencari identifikasi 
diri. Ketidakharmonisan tersebut bagi anak dirasakan sebahagai hal yang 
membingungkan, sebab mereka kehilangan tempat berpijak dan pegangan hidup. 
Ada beberapa alasan mengapa keluarga menjadi faktor penyebab terjadinya 
kenakalan remaja yaitu: status ekonomi keluarga yang rendah, memiliki kebiasaan 
yang kurang baik, tidak mampu mengembangkan ketenangan emosional, anak 
yang kurang mendapatkan kasih sayang orang tua, anak asuh, tidak ada 
persekutusan antara anggota keluarga, orang tua kurang memberi pengawasan 
pada anaknya, broken home (karena kematian, perceraian, hukuman, dan lain-
lainnya). 
3. Faktor pendidikan agama 
Kurangnya dasar-dasar keagamaan di dalam diri, sehingga sukar mengukur 
norma luar atau memilih norma luar yang ada di lingkungan masyarakat. Anak 
yang seperti itu akan lebih muda terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. 
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Adapun hasil wawancara dari saudara Jamal umur 16 tahun selaku pelaku 
kenakalan remaja bahwa faktor utama maraknya kenakalan remaja dikarenakan 
faktor ekonomi dimana remaja melakukan hal-hal yang menyimpang karna hanya 
ingin memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain dari faktor ekonomi, kenakalan 
remaja juga di pengaruhi karena pergaulan.2 
Menurut H. Syamsuddin dari hasil wawancara bahwa sahnya kenakalan 
remaja terjadi karena krisisinya akhlak dan moral kaum mudan saat ini.3 
Kenakalan remaja sesungguhnya sudah begitu kompleks, karena rendahnya 
implementasi ajaran agama, kurangnya lapangan kerja, kebutuhan hidup yang 
terus mendesak. Masalah perut tidak dapat diajak kompromi, maka ketika tidak 
punya penghasilan yang baik, kemudian masyarakat melakukan kejahatan, mulai 
jadi preman, kemudian memeras dengan memalak di terminal-terminal, stasiun, 
bandara, ataupun pelabuhan, misalnya. Ditambah lagi masalah anak jalanan yang 
memalukan Negara, karena kemiskinan dan kenakalan sebagai salah pergaulan, 
maka menjadi anak jalanan. 
C. Penanganan Yang Dilakukan Oleh Polres Takalar Dalam Menangani 
Kenakalan Remaja 
 Kelakuan-kelakuan yang digolongkan termasuk kenakalan, misalnya 
mencuri, merampas, perusakan, menganiaya orang lain, perkelahian, 
menyalahgunakan narkoba dan mengganggu ketertiban umum yang dilakukan 
oleh anak-anak yang belum dewasa. Semua perbuatan tersebut merupakan 
                                                             
2Jamal, Pelaku kenakalan Remaja, Wawancara Selasa 9 Juli 2019. Di Takalar 
3H.Syamsuddin, Imam Kelurahan Panrannuangku Kec. Polut Kab. Takalar, Wawancara Jumat 12 Juli 
2019 di Takalar 
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tindakan kriminalitas yang telah diatur dalam perbuatan hukum pidana atau 
Hukum Pidana) dan Undang-Undang lain di luar KUHPidana. Kejahatan 
merupakan perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh Negara, karena perbuatan 
tersebut dapat merugikan Negara dan benar-benar dapat merugikan masyarakat. 
Tindak semua remaja yang menunjukkan perilaku menyimpang terlibat dalam 
kriminalitas, tetapi jika kecenderungan perilaku tersebut menyimpang dan dapat 
mengganggu kepentingan umum, maka patut ditemukan karakteristik yang 
mengundang perbuatan tersebut. perkembangan kepribadian remaja berada pada 
masa transisi, yaitu antara masa anak-anak ke masa menuju kedewasaan. Pada 
masa ini, remaja mencari identitas dirinya sehingga perilaku-perilaku potensial 
menunjukkan perilaku-perilaku menyimpang. Ketertiban remaja dalam dunia 
kriminalitas, banyak berhubungan dengan karakteristik pelaku dalam masa 
perkembangan. 
Negara Republik Indonesia telah menindaklanjuti deklarasi hak anak-anak, 
yang diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dianggap 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, 
karena belum secara komprehensip memberikan perlindungan kepada anak yang 
berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang 
baru. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan 
karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai 
manusia seutuhnya. 
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Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, 
dimaksud untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan 
hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta 
memberi kesempatan pada anak agar melalui pembinaan diperoleh jati dirinya 
untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri 
sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Namun, dalam pelaksanaannya, 
anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut 
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum 
secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang 
berhadapan dengan hukum. Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma 
dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan 
pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga Negara lainnya yang 
berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak 
serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan 
hukum. 
 Adapun hasil wawancara dari bapak Bripka Iswanto selaku Kanit. PPA di 
Polres Takalar mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres 
Takalar dalam menanggulangi kasus kenakalan remaja yaitu: 
1. Mencari dan mengamankan pelaku kenakalan remaja dan menghubungi 
orang tuanya; 
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2. Bekerja sama dengan beberapa lembaga, yaitu Dinas Sosial,  Lembaga 
P2TP2A, LSM, serta petugas Lapas; 
3. Sosialisasi ke beberapa sekolah di Kabupaten Takalar; 
4. Patroli; 
 Menurut Bripka Iswanto upaya yang dilakukan oleh Polres Takalar sudah 
efektif di buktikan dengan tabel perkembangan kasus kenakalan remaja dari bulan 
Januari – Juni 2019 di Kabupaten Takalar , sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Data Penanganan Kasus TPPO Unit PPA Polres Takalar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: oleh dari rekap kasus kenakalan remaja Polres Takalar Bulan April-Juni 2019 
Dilihat dari tabel di atas bahwa data penanganan kasus TPPO unit PPA Polres 
Takalar pada bulan Januari – Juni 2019 tidak ada loparan kasus sama sekali. 
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Tabel 4.2 
Rekap Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bulan April-Juni 2019 
Polres Takalar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: oleh dari rekap kasus kenakalan remaja Polres Takalar Bulan April-Juni 2019 
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 Dari tabel di samping dapat kita lihat pada bulan April – Juni 2019 bahwa 
kasus penganiayaan anak terdapat 9 kasus dan 9 korban serta terdapat 7 pelaku 
dan 2 di antaranya berstatus DPO. Kasus persetubuhan terdapat 2 kasus dengan 2 
korban dan 2 pelaku, dalam kasus ini hanya satu yang diproses oleh kepolisian 
dan 1 kasusnya dicabut dengan alasan ingin menyelesaikan kasus tersebut secara 
kekeluargaan. Kasus pencabulan terdapat 2 kasus dengan 2 korban dan 2 pelaku, 
dalam kasus ini keduanya bersepakat ingin menyelesaikannya secara 
kekeluargaan. 
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Tabel 4.3 
Rekap Data Penanganan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Bulan 
April-Juni 2019 Polres Takalar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: oleh rekap kasus kenakalan remaja Polres Takalar Bulan April-Juni 2019 
 
Dapat kita lihat dari tabel di atas pada bulan April – Juni 2019 bahwa dalam 
kasus penganiayaan terdapat 9 kasus dan 9 korban dengan pelaku berjumlah 7 
orang 2 di antaranya berstatus DPO, dalam kasus ini baik pelaku dan korban 
dikembalikan ke orang tua masing-masing karena mereka ingin menyelesaikan 
perkara secara kekeluargaan. Kasus persetubuhan terdapat 2 kasus dan 2 korban 
serta pelaku berjumlah 2, dalam kasus ini semuanya tetap ditangani oleh 
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kepolisian dengan alasan pihak yang terkait tidak ingin berdamai. Kasus 
pencabulan terdapat 2 kasus dengan 2 korban dan 2 pelaku serta dalam kasus ini 
berstatus dicabut karena pihak yang dirugikan hanya ingin berdamai. Kasus 
pencurian dengan korban berjumlah 1 orang dan pelaku berjumlah 2 orang, dalam 
kasus ini korban tidak ingin berdamai dan tetap mengembalikan kasus ini kepada 
kepolisian dan ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. 
Dari ulasan tersebut bapak Iswanto pun menyatakan bahwa dibandingkan 
tahun 2018 dan 2019 kasus kenakalan remaja cenderung menurun sekitar 30% - 
40%. Bapak Mappainga Daeng Tompo selaku masyarakat Kabupaten Takalar 
juga menegaskan bahwa saat ini kinerja kepolisian sudah bisa dikatakan efektif 
dalam menangani kasus kenakalan remaja di Kabupaten Takalar itu dibuktikan 
dengan perbandingan kasus kenakalan remaja dari tahun 2018 – 2019 sudah tidak 
banyak dikabarkan lagi, namun untuk lebih bagusnya lagi pihak kepolisian tidak 
hanya melakukan sosialisasi di sekolah saja namun harus melakukan sosialisasi 
juga di masyarakat-masyarakat agar masyarakat dapat bekerja sama dengan baik 
dengan kepolisian untuk memberantas kenakalan remaja di Kabupaten Takalar.4 
Untuk kendala yang dihadapi Polres Takalar dalam mencegah kenakalan 
remaja adalah belum adanya rumah inap anak atau tempat-tempat penitipan anak 
yang menyangkut dengan kenakalan remaja. 
Konsep kejahatan sebagai hasil dari sistem sosial adalah perspektif yang kian 
banyak dianut dalam kriminologi. Tampak bahwa mengenai macam-macam 
lingkungan menekankan pada struktur kesempatan yang berbeda atau differential 
                                                             
4Mappainga  Daeng Tompo, Warga Kab. Takalar, wawancara Rabu 10 Juli 2019. Di Takalar 
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opportunity structure seperti kemiskinan, pergaulan buruk, lingkungan kumuh, 
rasisme dan lain sebagainya sebagai faktor-faktor penyebab yang penting. Sebab-
sebab kejahatan melibatkan juga keluarga, kelompok sepermainan dan komuniti 
setempat. Seperti konsep-konsep dasar kemanusiaan dan keadilan. 
Pemecahan masalah-masalah kejahatan menurut perspektif ini dikaji dalam 
kerangka alternatif-alternatif politik untuk perubahan-perubahan struktural. 
hukum dipandang bukan sebagai kerangka netral dari kepentingan-kepentingan 
kolektif masyarakat melainkan sebagai alat golongan yang berkualitas dalam 
mempertahankan kedudukan, kepentingan dan kemudahan-kemudahan mereka. 
Oleh karena itu, para pembuat undang-undang harus disadarkan nalar keadilannya 
demi kesejahteraan masyarakatnya.  
Dilihat dari perspektif ini juga sebagai hasil norma dari kondisi-kondisi yang 
buruk dan potologis. Dalam hubungan ini perbaikan dari kondisi-kondisi 
penyebab disarankan melalui proyek-proyek rehabilitas lingkungan setempat, 
padat karya, ditingkatkannya latihan kerja, aksi dan perbaikan sosial secara 
umum. Dalam wawasan perspektif ini maka kejahatan dianggap masih ada lebih 
dahulu dari hukum. Hukum hadir untuk mencegah perbuatan-perbuatan itu dalam 
melindungi masyarakat. 
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penanganan Kenakalan Remaja Oleh 
Polres Takalar 
Dalam kehidupan bermasyarakat, tradisional sosial dapat bersifat komulatif 
dan kohesif, yang menyatukan keanekaragaman interpretasi tentang sistem nilai 
yang berlaku. Integritas keanekaragaman terjadi karena pada hakekatnya dalam 
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setiap kehidupan berkelompok terdapat pula interkasi yang melibatkan dua orang 
atau lebih. Dari pola tersebut, setiap kelompok menyatukan tujuan utama dari 
tindakan agamanya dengan keyakinan dan kesepakatan. Tindakan yang telah 
terpola diarahkan pada target kelompok atau institusi sebagai wadah kelompok 
yang bersangkutan. Agar tindakan kelompok terintegrasikan, proses sosialisasi 
bukan hanya dilakukan secara personal, lebih jauh lagi melalui sistem 
kepemimpinan dan pola kerumahtanggaan dalam institusi sehingga anggota 
kelompok tidak hanya diatur dan diikat oleh norma sosial yang berlaku, juga 
diikat oleh aturan tradisional yang berlaku dalam kelompok masing-masing. 
Agama ikut berfungsi membentuk sikap hidup dan budaya masyarakat. 
Keyakinan atas agama adalah kebudayaan terbesar dalam sejarah hidup manusia. 
Agama tidak dapat keluar begitu saja dari jiwa manusia. Simbol-simbol agama 
yang dijadikan alat komunikasi dengan Tuhan merupakan kebudayaan yang 
paling utama lahir pada manusia. 
Dari hasil wawancara dengan bapak H. Syamsuddin yang merupakan tokoh 
agama di Kabupaten Takalar mengatakan bahwa beranjak pada tujuan hukum 
pidana Islam, dari beberapa literatur yang ada, hampir semua secara umum 
mengamini bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan 
keadilan, ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-
perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat. 
Baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Selain itu hukum 
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pidana Islam melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangan-
Nya.5 
 Apabila penduduk negeri banyak yang mendurhakai perintah Tuhan dan 
begitu pula banyak yang durhaka kepada orang tuanya, niscaya penduduk itu akan 
mendapat azab-nya yang mengerikan, termasuk orang yang tidak berdosa pun 
mendapatkan imbasnya, sebab dianggap tidak berusaha untuk mengingatkan dan 
menyadarkan penduduk yang durhaka atas perbuatan-perbuatan yang 
dilakukannya itu. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS al-Talaaq/65:8: 
                            
        
Terjemahnya: 
 
Dan Berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah 
Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, Maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan 
hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan Yang 
dimaksud dengan hisab dan azab di sini adalah hisab dan azab di akhirat.6 
 
Terlintas sebuah pertanyaan bahwa kejadian-kejadian bencana yang bertubi-
tubi melanda Negeri ini mulai dari tsunami yang menelan ribuan korban 
meninggal dunia, hingga tidak sedikit anak menjadi yatim, yatim piatu ditinggal 
mati oleh orang tuanya karena musibah ini. Bencana alam gunung meletus, gempa 
bumi, banjir, angin ribut, termasuk  sumur lapindo. 
                                                             
5
 H. Syamsuddin, Imam Kelurahan Panrannuangku Kec. Polut Kab. Takalar, Wawancara Jum‟at 12 Juli 
2019. Di Takalar 
6
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahanny, (Bandung: Diponegoro. 2010) h.559 
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Oleh karena itu, bila ingin terhindar dari azab Tuhan yang sangat mengerikan 
itu, maka segera mengubah diri mulai dari diri sendiri, dengan penuh keyakinan 
bertakwa kepada Allah Swt. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS al-
Tahriim/66:6: 
                             
                     
 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.7 
 
 Dari hasil wawancara dengan H. Syamsuddin, tokoh  agama di Kabupaten 
Takalar mengatakan bahwa keluarga, sekolah, masyarakat merupakan peran 
penting untuk membentuk karakter anak, karena melalui tiga peranan inilah 
akhlak dan moral yang merupakan pondasi bagi mereka akan terbentuk.8 
Seseorang akan dianggap baik apabila berperilaku sesuai dengan aturan dan 
moral, sebaliknya seseorang akan dianggap tidak baik dan harus dihukum bila 
yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan dan moral. 
Tidak sedikit orang berpikir bahwa yang bertanggung jawab dalam 
pendidikan moral adalah guru agama dan guru pendidikan moral, padahal moral 
                                                             
7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h.560  
8
 H. Syamsuddin, Tokoh Agama di Kec. Polut Kab. Takalar, Wawancara pada hari Jumat 12 Juli 2019 
di Takalar  
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itu sangat berkaitan satu sama lain dengan program pendidikan di sekolah maupun 
dengan masalah lingkungan, terutama masalah keadilan. Masyarakat bisa 
memiliki pertimbangan moral yang berbeda-beda. Seseorang bisa saja mengambil 
sikap komplain, represif, bahkan radikal terhadap ketidak adilan. 
 Dari hasil wawancara dengan H. Syamsuddin selaku tokoh agama di 
Kabupaten Takalar menegaskan bahwa kinerja kepolisian dalam menanggulangi 
kasus kenakalan remaja sudah ada perkembangan yang signifikan, dan dilihat dari 
upaya-upaya penanggulangannya apa yang dilakukan oleh Polres Takalar sangat 
positif dan sesuai dengan syariat Islam. Upaya tersebut sangat memberi 
pemahaman dan ilmu mengenai betapa bahayanya efek yang ditimbulkan dari 
kenakalan remaja dan sangat memberikan dampak positif bagi remaja.9 Ini juga 
ditegaskan dalam QS al-Luqman/31:17: 
                             
         
   
Terjemahnya: 
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 
dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 
yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang 
diwajibkan (oleh Allah).10 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang memerintahkan pada yang ma‟ruf 
dan melarang dari yang munkar termasuk mujahid di jalan Allah. 
                                                             
9
 H. Syamsuddin, Tokoh Agama di Kec. Polut Kab. Takalar, Wawancara pada hari Jumat 12 Juli 2019 
di Takalar  
10
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 412 
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Ada pun penanggulangan kenakalan remaja menurut syariat Islam di bagi 
menjadi 2 yaitu: 
1. Pencegahan yang bersifat umum meliputi: 
a. Usaha pembinaan pribadi remaja sejak dini 
b. Pendidikan dalam lingkungan sekolah 
c. Pendidikan diluar sekolah dan rumah tangga 
d. Perbaikan lingkungan dan kondisi sosial 
2. Pencegahan yang bersifat khusus meliputi: 
a. Pengawasan 
b. Bimbingan dan penyuluhan 
c. Pendekatan-pendekatan khusus terhadap remaja yang sudah menunjukkan 
gejalah-gejalah kenakalan 
Kurangnya iman cenderung membuat seseorang terjerumus pada tindakan 
penyelewengan, tapi seseorang yang pengetahuan, penghayatan dan pengamalan 
nilai-nilai ajaran agamanya kuat cenderung tidak berbuat jahat, apalagi yang 
berhubungan dengan pelanggaran moral. Agama memegang peranan penting 
dalam hidup manusia hanya dengan agama seseorang akan dapat menahan diri 
terhadap setiap bentuk perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang lain dan 
masyarakat. Untuk itu agama merupakan norma ketuhanan yang selalu 
mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Sesuatu yang telah digariskan agama itu 
senantiasa baik dan membimbing kearah jalan yang benar. 11   
 
                                                             
11 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2014) h.10 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penyebab maraknya kenakalan remaja di Kabupaten Takalar antara lain: 
faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor agama yang kurang. Selain itu 
faktor ekonomi juga menjadi alasan utama maraknya kenakalan remaja di 
Kabupaten Takalar. 
2. Penanganan yang dilakukan oleh Polres Takalar dalam menangani kenakalan 
remaja yaitu: (1)mencari dan mengamankan pelaku kenakalan remaja dan 
menghubungi orang tuanya (2)bekerja sama dengan Dinas Sosial, P2TP2A, 
LSM, serta petugas Lapas(3)Sosialisasi ke beberapa sekolah di Kabupaten 
Takalar(4)Melakukan patroli. 
3. Pandangan hukum Islam terhadap penanganan kenakalan remaja oleh Polres 
Takalar yaitu: kinerja kepolisian dalam menanggulangi kasus kenakalan 
remaja sudah ada perkembangan yang siknifikan, dan dilihat dari upaya-
upaya penanggulangannya apa yang dilakukan oleh Polres Takalar sangat 
positif dan sesuai dengan syariat Islam. Upaya tersebut sangat memberi 
pemahaman dan ilmu mengenai betapa bahayanya efek yang ditimbulkan dari 
kenakalan remaja dan sangat memberikan dampak positif bagi remaja. 
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B. Implikasi Penelitian 
Menyikapi fenomena tersebut di atas, maka penulis menyarankan sebagai 
berikut: 
1. Secara psikologis, usia yang relatif masih muda sangat rentang dengan 
penularan kriminal, karena itu pada usia ini anak harus dididik secara 
proposional.  Maka dari itu pemerintah Kabupaten Takalar sebaiknya di 
kabupaten Takalar ini di sediakan Lembaga Pemasyarakatan Anak agar 
anak yang melakukan tindak kriminal hanya direhabilitasi saja dikarenaka 
sangat berpengaruh dengan pisikologis anak yang akan dibawa hingga 
dewasa. 
2. Bagi masyarakat di dalam lingkungan sosial para orang tua harus mampu 
memberi penjelasan yang mendorong anak untuk mencoba memahami 
pentingnya penghargaan dan pengertian atas perbedaan-perbedaan di 
sekitar. Serta memberikan pemahaman betapa pentingnya saling 
menghargai satu sama lain, sehingga membentuk moral anak dan 
menanamkan sifat konsisten, kejujuran, kedisiplinan, kemudian berfikir 
maupun berbuat secara sportif, serta kebijaksanaan kepada anak. Serta 
meningkatkan nilai-nilai keagamaan. 
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